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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membahasi yangi berkaitanidengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ranai Mengenai Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2023/PN.Ntn Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. penelitian ini bersifat deskriptif. Analisi data yang digunakan  mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa dokumen berkas putusan pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN.Ntn. Berdasarkan hasil penelitian keputusan majelis hakim dalam kasus Irwan Setiawan menunjukkan penerapan hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Proses pembuktian dalam perkara Nomor 34/Pid.sus.PN.Ntn telah memenuhi syarat hukum sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Meskipun sanksi sudah dijatuhkan, hakim dianggap kurang tepat dalam mengkategorikan terdakwa sebagai penyalahguna dan pecandu narkotika. Menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan hukum Islam mengenai hukum takzir, pengedar narkoba seharusnya dikenakan hukuman berat, bahkan hukuman mati, sementara pengguna dapat dikenakan berbagai sanksi seperti rehabilitasi, denda, atau kerja sosial. 
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Abstract

This research aims to discuss matters related to the decisions and considerations of the panel of judges in deciding on defendants regarding narcotics abuse at trials at the Ranaii District Court from an Islamic Criminal Law perspective. This research uses normative legal research methods. This research is descriptive in nature. The data analysis used collects data from primary legal materials, namely in the form of criminal decision file documents Number: 34/Pid.Sus/2023/PN.Ntn. Based on research results, the decision of the panel of judges in the Irwan Setiawan case shows that the application of the law does not fully reflect justice. The evidentiary process in case Number 34/Pid.sus.PN.Ntn has fulfilled the legal requirements in accordance with Article 112 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Even though sanctions have been imposed, the judge was deemed inappropriate in categorizing the defendant as a drug abuser and narcotics addict. According to Article 103 of Law Number 35 of 2009 and Islamic law regarding the law of takzir, drug dealers should be subject to severe punishment, even the death penalty, while users can be subject to various sanctions such as rehabilitation, fines, or social work. 
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A. PENDAHULUAN
Narkotika adalah termasuk salah satu perilaku penyakit masyarakat. Seringkali masyarakat melakukan usaha berupa menjual dan mengosumsi  sesuatu yang terkadang melanggar Hukum Islam dan Hukum Positif yang telah di tetapkan, akibatnya bisa berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan penjual yang melanggar Hukum Islam dan Hukum Positif yang dimaksudkan adalah keberadaan pengosumsi  Narkotika yang telah penulis sebutkan diatas. (Sudargo, 2018)
Pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai masalah ganja dan hukum Islam menyoroti bahwa pengaturan mengenai substansi seperti narkotika bisa dipahami melalui prinsip-prinsip umum dalam Al-Quran dan Hadits.(Rofiq et al., 2021)
Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada larangan eksplisit terhadap alkohol (khamr) tetapi juga melibatkan prinsip dasar seperti menjaga akal dan kesehatan(Andriyani, 2021).
Al-Quran dan Hadits jelas melarang konsumsi khamr karena efek memabukkan yang dapat membahayakan tubuh dan akal. (Khairani & Susanto, 2019). Dalam hal ini, narkotika sering kali dianggap memiliki efek yang bahkan lebih merusak dibandingkan alkohol, dan ini sejalan dengan pandangan bahwa dosa besar dalam Islam terkait dengan segala sesuatu yang membahayakan kesehatan dan akal(Fadlian, 2020).Walaupun dalam beberapa konteks medis narkotika mungkin memiliki manfaat, seperti pada penggunaan obat-obatan tertentu, secara umum ajaran Islam menekankan risiko besar dan dampak negatif dari konsumsi zat-zat tersebut(Farihi, 2018). 
Beberapa ketentuan dalam Pasal 111, 112, dan 114 Undang-Undang tersebut mengakibatkan individu yang terlibat harus menjalani hukuman pidana.Pasal 112 berbunyi, “Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara 
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paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. (Dahlan, 2017)
Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus di Indonesia. Dalam kajian viktimologi, penyalahguna dan pecandu narkotika dipandang sebagai korban dari kejahatan narkotika. Oleh karena itu, mereka seharusnya mendapatkan penanganan rehabilitasi yang tepat, bukan dipenjarakan di lembaga pemasyarakatan.(Jailani Tanjung et al., 2019). Namun dalam putusan Nomor :34/Pid.Sus/2023/PN. terdapat hal yang bertentangan antara Das sein dan Das Sollen karna seharusnya sudah selayaknya terdakwa untuk ditetapkan sebagai penyalahguna yang berorientasi   direhabilitasinya terdakwa  karena sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan(Kuntariningsih & Mariyono, 2014).
Di wilayah Pengadilan Negeri Ranai, kasus narkoba sering kali muncul, baik yang melibatkan penyalahguna, bukan penyalahguna, maupun pengedar. Meskipun Ranai, yang terletak di Kepulauan Riau, memiliki wilayah kecil dan jauh dari ibu kota, peredaran narkoba tetap menjadi masalah serius. Hal ini disebabkan oleh adanya oknum-oknum tak bertanggung jawab yang membawa narkoba dan menyalahgunakannya. Situasi ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan upaya pencegahan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Di Dalam Islam larangan terhadap konsumsi  narkoba diterapkan secara bertahap melalui penjelasan masalah khamer. Top of FormBottom of FormDalam islam, larangan Tahap pertama adalah memberikan informasi bahwa narkoba memang memilki beberapa manfaat , namun bahayanya jauh lebih besar.
Adapun fenemona dari masalah ini sebagai berikut.
1. Terdakwa tidak termasuk dalam penyalahguna dan tidak di rehabilitasi, padahal secara fakta dan teorinya sudah seharusnya dikenakan pasal 127 “Mengatur tentang 
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2. penyalahgunaan narkotika oleh pengguna narkotika untuk dirinya sendiri, yang dikenakan sanksi pidana penjara atau rehabilitasi medis”
3. Yang seaharusnya terdakwa dikenakan pasal 127 tetapi  pada perkara Nomor :34/Pidsus/2023/PN.Ntn. terdakwa di kenakan pasal 112 “Menyatakan bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa hak dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda”
Berdasarkan hal tersebut, jika mengacu pada SEMA No. 04 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2015, terdakwa seharusnya memenuhi syarat untuk direhabilitasi sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, terdakwa malah dihukum berdasarkan Pasal 112, dengan vonis penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ranai Mengenai Perkara Nomor :34/Pid.Sus/2023/PN.Ntn Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Bukan Tanaman. Topik yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Penelitiani inii membahasi yangi berkaitani dengani tindakan putusan dan pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan terdakwa terhadap penyalahgunaan Narkotika pada sidang di Pengadilan Negeri Ranaii ditinjaui darii persfektifi Hukumi Pidanai Islam, berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas. mengetahui Bagaimana pertimbangan majelis hakim  dalam menjatuhkan sangsi pidana terhadap putusan perkara nomor :34/Pid.Sus/2023/PN.Ntn di Tinjau dari Hukum Pidana Islam..
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Ranai, Bukit Arai, Jalan Batu Sisir, Desa Sungai 
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Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Bahan hukum primer yang digunakan merupakan sumber utama dalam penelitian ini, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, teori, dan pendapat para ahli yang relevan dengan materi penelitian. Bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk tambahan dan mencakup kamus, jurnal, serta artikel yang mendukung analisis.
Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer, khususnya dokumen berkas putusan pidana Nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN.Ntn. Setelah itu, data tersebut dipilah dan dianalisis secara mendalam. Penulis menyajikan hasil analisis dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci, kemudian membandingkannya dengan konsep-konsep dalam bahan hukum sekunder, termasuk buku-buku dan teori yang diajukan oleh para ahli.
C. PEMBAHASAN
1. Proses pembuktian berdasarkan perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2023/PN.Ntn dari tinjauan hukum islam
Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menilai semua alat bukti yang sah untuk membangun keyakinannya, dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur kejahatan yang didakwakan telah terbukti. Hakim juga menetapkan jenis pidana yang pantas diberikan sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pembuktian dalam perkara pidana, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam, merupakan aspek yang sangat penting. Melalui proses pembuktian, seorang terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan di sinilah ditentukan pula apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum.
Perbuatan terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu Tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh karena alat bukti-alat bukti sudah sesuai dengan hukum islam , didalam perkara ini terdapat 3 (tiga) alat bukti 
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yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan juga dari alat bukti-alat bukti yang diajukan penuntut umum telah memenuhi asas minimal pembuktian yang tercantum didalam pasal 183 KUHAP. Proses pembuktian didalam perkara ini sudah tepat namun alangkah sebaiknya penuntut umum menggunakan mendakwa terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena terdakwa dapat dikatakatan sebagai penyalahguna dan pecandu narkotika.
2. Pertimbangan majelis hakim menjatuhkan sangsi pidana dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan perkara nomor :34/Pid.Sus/2023/PN.Ntn.
	Dalam Hukum islam ini terdapat beberapa jenis hukum yang bisa di pakai jarimah diantaranya adalah qishas, hudud, dan takzir. Dan yang menjadi dasar hukum islam untuk narkotika ini ulama sepakat menggunakan hukum jarimah  ta’zir. Jarimah ta’zir Secara bahasa, ta'zir berarti memberi contoh dan merujuk pada disiplin ilmu yang belum secara eksplisit ditentukan oleh syar'i, tetapi diserahkan kepada hakim dan penguasa untuk diadili dan dilaksanakan. M. Nurul Irfan menjelaskan bahwa ta'zir adalah hukuman yang diterapkan pada pelanggar, yang terkait dengan nilai-nilai Allah dan kebebasan dasar, namun tidak termasuk dalam kategori hudud atau kaffarat, karena sanksi ini tidak sepenuhnya diatur oleh Al-Qur'an dan Hadits. Pelaksanaan hukuman ta'zir bergantung pada kemampuan hakim dan penguasa, yang harus tetap memperhatikan pesan-pesan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ta'zir sebagai jarimah menekankan pentingnya memberi contoh dan mengisi ruang yang belum diatur secara syar'i.
Mengacu pada putusan Nomor: 34/Pid.Sus/2023/PN.Ntn , Penulis mengemukakan bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan karena majelis hakim dalam menerapkan hukum terhadap 
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terdakwa Irwan Setiawan kurang tepat mengingat melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sudah layak dikategorikan sebagai penyalahguna dan pecandu narkotika karena didalam Pasal 103 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan pada hukum islam dalam hukum takzir  para ahli fiqh maka hukum bagi pengedar narkoba akan di hukum mati sedangkan bagi pengguna narkoba bisa berupa berbagai bentuk sanksi, denda, kurungan,rehabilitasi, atau kerja social.
Penulis berpendapat bahwa hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika seharusnya mempertimbangkan amanat Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pasal ini menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukuman tidak hanya bersifat penal, tetapi juga mendukung pemulihan dan reintegrasi terdakwa ke dalam masyarakat.
4o mini
Penulis beralasan oleh karena dari keterangan yang diperoleh oleh terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah menggunkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebagai pecandu narkotika.
Berdasarkan analisis yang disampaikan, penulis berpendapat bahwa majelis hakim seharusnya memberikan putusan pemidanaan sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim seharusnya memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan sebagai pecandu narkotika, sesuai dengan ketentuan Pasal 103. Paradigma hakim seharusnya berfokus pada aspek kemanfaatan dalam pemidanaan, bukan hanya pada kepastian hukum secara absolut, 
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agar keadilan dan kemanfaatan dapat tercipta.
4o mini

D. KESIMPULAN
1. Berdasarkan analisis, keputusan majelis hakim dalam kasus Irwan Setiawan menunjukkan penerapan hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Meskipun sanksi sudah dijatuhkan, hakim dianggap kurang tepat dalam mengkategorikan terdakwa sebagai penyalahguna dan pecandu narkotika. Menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan hukum Islam mengenai hukum takzir, pengedar narkoba seharusnya dikenakan hukuman berat, bahkan hukuman mati, sementara pengguna dapat dikenakan berbagai sanksi seperti rehabilitasi, denda, atau kerja sosial.
2. Proses pembuktian dalam perkara Nomor 34/Pid.sus.PN.Ntn telah memenuhi syarat hukum sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alat bukti yang digunakan—keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa—telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan memenuhi asas minimal pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP. Meskipun proses pembuktian sudah tepat, disarankan agar penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) karena terdakwa layak dikategorikan sebagai penyalahguna dan pecandu narkotika.
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